
 
 

BUPATI SIDOARJO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI SIDOARJO 

NOMOR 73 TAHUN 2021 
 

TENTANG 
 

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN FISIK   

DAN ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SIDOARJO, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran 

pelaksanaan penganggaran yang berbasis kinerja pada 

masing-masing perangkat daerah di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang efektif, efesien, 

serta dapat dipertanggungjawabkan baik secara fisik, 

keuangan, maupun manfaat bagi kelancaran tugas 

pemerintahan dan pelayanan masyarakat, perlu 

menyusun Harga Satuan Pokok Kegiatan Fisik dan 

Analisis Standar Belanja Fisik di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Sidoarjo; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a serta dengan memperhatikan 

ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Harga Satuan Pokok Kegiatan Fisik dan Analisa Standar 

Belanja Fisik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Sidoarjo; 

    
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pemerintahan Daerah  Kabupaten di Djawa Timur 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950            

Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas 

Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 

Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota 

Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa 

Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 2730); 



 

 

 

 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003   Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahn 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4890); 



  12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

  13. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27           

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6523); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah 

diubah denga Peraturan Presiden Nomor 76           

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 

Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 186); 

  16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahu 2018 Nomor 33), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 63; 

  17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 

Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

  18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 

tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat 

Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita  

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678); 

  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri            

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

  20. 
 

 

 
21. 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor : 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman 

Analisis Harga Satuan Pekerjaaan Bidang Pekerjaan 

Umum; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108            

Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi 

Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 2083); 

  22. 
 

 
23. 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 

22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan 

Gedung Negara; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020             

Nomor 1781); 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN POKOK 

KEGIATAN FISIK  DAN ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO. 
 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo. 

2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo. 

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna 

anggaran.  

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunanan Pemerintah Daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 

6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang 

selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat 

perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, sub kegiatan 

dan anggaran SKPD. 

7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pedapatan 

dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh 

pengguna anggaran. 



8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah 

Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris 

Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan 

Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya teridiri dari 

Pejabat Perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat 

lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

9. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar 

yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan belanja 

kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam 

satu tahun anggaran. 

10. Standar adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan tertentu 

dalam kegiatan tertentu. 

11. Standarisasi adalah penetapan standar untuk beberapa kegiatan atau hasil 

tertentu atau batasan tertentu dalam kegiatan tertentu dengan melakukan 

proses merencanakan, merumuskan, menetapkan menerapkan, 

memberlakukan, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara teratur, 

tertib dan bekerjasama dengan semua Pemangku Kepentingan. 

12. Standarisasi Harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai dengan 

jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu. 

13. Harga Satuan yang selanjutnya disingkat HSP adalah biaya yang dihitung 

dalam suatu analisis harga suatu pekerjaan yang terdiri dari atas biaya 

langsung (tenaga kerja, bahan dan alat) dan biaya tidak langsung (biaya 

umum dan overhead dan keuntungan) sebagai mata pembayaran suatu jenis 

pekerjaan tertentu, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

14. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah 

merupakan harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang 

distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan 

SSH sebagai elemen penyusunannya. 

15. Kegiatan Fisik adalah kegiatan yang berhubungan dengan Bidang Pekerjaan 

Umum, yaitu bidang pekerjaan yang meliputi kegiatan pekerjaan Sumber 

Daya Air (bendung, pintu air dan hidromekanik, terowongan air, bangunan 

sungai, jaringan irigasi, bangunan lepas pantai), Bina Marga (jalan, 

jembatan, jalan layang, terowongan jalan, saluran tepi jalan, bahu jalan, 

trotoar), dan Cipta Karya (bangunan gedung, perumahan, infrastruktur 

kawasan permukiman seperti Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA), sistem 

perpipaan air minum dan lain-lain). 

16. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang 

meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, 

pembangunan kembali suatu bangunan. 

17. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan 

termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan 

bagi lalulintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan 

tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan 

air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, jalan kabel. 

18. Jembatan adalah suatu struktur konstruksi yang menghubungkan rute 

transportasi dari dua bagian jalan, tempat dan daerah yang terpisah 

dan/atau terputus. 

 



BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 

(1)  HSPK Fisik dan ASB Fisik disusun dengan maksud memberikan pedoman/ 

acuan untuk menilai kewajaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan 

Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) khususnya 

terkait pekerjaan Fisik SKPD. 

(2) Penyusunan HSPK Fisik dan ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan harga tertinggi namun belum termasuk Pajak Pendapatan (PPn) 

yang menyesuaikan harga retail/ pasar berlaku. 

 

Pasal 3 

Penyusunan standar HSPK dan ASB bertujuan untuk : 

a. menentukan pembakuan biaya kegiatan fisik melalui analisis yang                         

di standarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan 

standar barang, harga satuan barang, dan upah sebagai elemen 

penyusunannya; 

b. menjadi salah satu acuan dalam penyusunan RKA-SKPD dan DPA SKPD                  

di lingkungan Pemerintah Daerah; 

c. menjadi standar biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam 

penyusunan anggaran yang dalam pelaksanaannya mengacu pada kondisi 

nyata di lapangan; dan 

d. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. 

 

BAB III 

KOMPONEN HSPK FISIK DAN ASB FISIK 

 

Pasal 4 

Komponen HSPK fisik dan ASB fisik meliputi : 

a. upah; 

b. bahan; 

c. peralatan; dan 

d. sewa alat. 

 

BAB IV 

JENIS HSPK FISIK dan ASB FISIK 

 

Pasal 5 

(1) Setiap sub kegiatan/ aktivitas fisik yang diselenggarakan oleh SKPD 

mengacu pada HSPK fisik dan ASB fisik. 

(2) Jenis ASB fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. Konstruksi Jalan; 

b. Konstruksi Jembatan; 

c. Konstruksi Saluran; 

d. Konstruksi Bangunan; 

e. Konstruksi PJU; dan 

f. Konstruksi Rambu-Rambu Jalan. 

(3) Rincian jenis HSPK fisik dan ASB fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, serta merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 



BAB V 

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN 
 

Pasal 6 
Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB fisik dan HSPK fisik dalam rangka 
penyusunan RKA-SKPD dan DPA SKPD dilakukan oleh Kepala SKPD.  

 

Pasal 7 

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dan HSPK dilakukan dalam rangka 
Review penyusunan RKA-SKPD dan DPA SKPD yang dilaksanakan oleh SKPD 
yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan. 

 

BAB VI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 
 

Pasal 8 

Sub kegiatan/ aktivitas SKPD yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, 
dianggarkan sesuai kebutuhan riil, ketentuan besaran total belanja dan 
ketentuan alokasi rincian objek belanja sub kegiatan/ aktivitas berdasarkan 

pembahasan dengan TAPD. 
 

BAB VII 
KETENTUAN PENTUTUP 

 

Pasal 9 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo. 

 

 
 
 

 
 

       
 
 

 
 

Diundangkan di Sidoarjo 

pada tanggal 15 Oktober    2021 
  

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SIDOARJO, 
   

ttd  
 

 
ACHMAD ZAINI 
  
  

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021 NOMOR 74 
 
 

 
 

NOREG PERBUP :  73 Tahun  2021 

    Ditetapkan di Sidoarjo 

    pada tanggal  15 Oktober  2021 
 

   BUPATI SIDOARJO, 
 

ttd 

 
   AHMAD MUHDLOR  

 

 


